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ASTRID NOVITASARI ASHAR (B111 13 569) “Tinjauan Yuridis Ganti 
Rugi Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Wajo”. Dibawah bimbingan 
Bapak Abrar Saleng selaku pwmbimbing I dan Ibu Sri Susyanti 
selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian ganti 
rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan penetapan batas tanah di 
Kabupaten Wajo sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintah No. 24 
tahun 1997 serta penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam proses 
pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997.  
Kesalahan batas ukur tanah yang terjadi di Kabupaten Wajo 
disebabkan karena adanya kesalahan pada saat penentuan batas ukur 
tanah oleh Bapan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak melaksaankan 
pengukuran batas tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku. Dari hasil penelitian ditemukan adanya kesalahan baik itu 
pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN maupun dari sisi 
administrasinya yang menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup 
besar bagi warga yang akan diukur tanahnya. Penyelesaian ganti rugi 
tidak dapat berjalan dengan lancar akibat kesalahan dalam penetuan 
batas tanah di Kabupaten Wajo. 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 
mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam kesalahan batas 
ukur tanah di Kabupaten Wajo dan Penerapan Peraturan tentang cara 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. 
Manusia, hewan, tumbuhan membutuhan tanah sebagai tempat berpijak. 
Bagi manusia tanah juga berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi 
mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, 
berdagang serta sebagai tempat pemakaman saat manusia meninggal 
dunia. Saat ini, kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin 
kompleks pula aktivitas yang berkembang dimasyarakat. Tanah menjadi 
objek penggerak ekonomi bagi manusia maupun negara yang 
penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus 
memiliki fungsi untuk mewujudkan kemanfaatan bersama. Oleh karena itu 
masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus. 
Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin 
meningkat. Kegiatan pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, pasar, 
stasiun kereta api, tempat ibadah, jembatan, pengadaan berbagai proyek 
pembuatan dan pelebaran jalan serta pembangunan lainnya memerlukan 
tanah sebagai sarana utamanya. 
Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnya. 
Tanah tidak dapat dipindah-pindahkan, yang dapat dipindah-pindahkan 
atau berpindah ialah hak-hak atas sebidang tanah. Pemindahan atau 
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peralihan hak atas anah ini harus dibuktikan dengan akta otentik1. Segala 
permasalahan yang terjadi sering menciptakan situasi yang tidak 
diinginkan baik antara pemilik maupun antara pemilik dan penguasa dan 
pengusaha di atas tanah tersebut. 
Permasalahannya adalah luas tanah yang ada tidak seimbang 
dengan besarnya kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembangunan 
demi terlaksananya berbagai aktivitas. Kondisi ini yang menjadi ironi, 
karena di satu sisi tanah berharga sangat tinggi permintaannya tapi dilain 
sisi jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya dan kondisi ini 
diperparah karena tanah memiliki sifat permanen, yang artinya tidak dapat 
bertambah bahkan cenderung berkurang. Lantas, perlu dipertanyakan 
mampukah sertipikat tanah dijadikan sesuatu yang berharga sebagai bila 
timbul permasalahan tentang tanah? Untuk itu perlu diikuti kewajiban 
mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di 
kemudian hari. Asas Mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran 
tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 
tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional selalu sesuai dengan 
keadaan di lapangan.2 
 
 
                                                     
1 Florianus SP, 2007, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta, 
hlm. 22. 
2 Rusmado Murad, 2007, Administrasi Pertanahan Cetakan Pertama, Mandar 
Maju, Bandung, hlm.2  
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Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yaitu kewajiban untuk 
memelihara atau menjaga tanah tersebut yang dimana pemerintah 
bertujuan memberikan kepastian hukum dikenal dengan sebutan Rechts 
Cadaster/Legal Cadaster.3 Pendaftaran tanah juga berfungsi untuk 
melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang 
tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa 
dipergunakan dan sebagainya.4 
Penanganan masalah pendaftaran tanah diawali dengan 
melakukan pendataan pemilik tanah terlebih dahulu untuk  mengetahui 
pemilik yang sah dari tanah tersebut. Untuk itu pentingnya peran aktif dan 
telititi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan 
pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya masalah yang akan timbul 
dikemudian hari. 
Apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk 
keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang 
tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat 
ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik 
yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-
hak lainnya menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria.5 
                                                     
3 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: 
Kencana Prenada Group. Hlm. 2. 
4  Ibid  
5 Soedharyo Soimin, 1993, Status Hak dan Pengadaan Tanah, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 82  
 4 
Hal ini memberikan pengertian bahwa tanggung jawab nasional 
untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana 
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 
bahwa: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat”. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka 
disusunlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok 
Agraria disingkat UUPA. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) adalah memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak 
atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, pemerintah menyelenggrakan pendaftaran tanah, dan secara 
tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: 
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” 
Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagi 
pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia, yang kemudian diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Bagi pemegang hak, kewajiban pendaftaran tanah tersebut diatur dalam 
Pasal 23 UUPA (Hak Milik), Pasal 32 UUPA (Hak Guna Usaha), Pasal 38 
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UUPA (Hak Guna Bangunan), Pasal 41 UUPA (Hak Pakai) yang bertujuan 
menjamin kepastian hukum. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada saat melakukan 
prapenelitian dengan H. Ismail, Kepala Seksi Hak atas Tanah dan 
Pendaftaran Tanah Kabupaten Wajo, menyatakan bahwa: “Keadaan 
objektif tanah yang besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian 
penguasaan tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah 
diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya dikarenakan pendaftaran 
tanah di Kabupaten Wajo hanya mencapai 34%”.6 Ditambah lagi terdapat 
permasalahan batas ukur tanah, yang mengakibatkan ukuran tanah pada 
sertifikat berbeda dengan ukuran tanah yang sebenarnya. Ini terindikasi 
karena pada saat melakukan pengukuran tanah ada beberapa pemilik 
tanah yang tidak berada di tempat. 
Kegiatan pengukuran tanah meliputi bidang tanah, batas – batas 
tanah, batas – batas lahan, jarak bangunan dengan batas, jarak antar 
bangunan, dan lain sebagainya. Proses pelaksanaan kegiatan 
pengukuran tanah diawali dengan pemasangan tanda batas dalam hal ini 
sebidang tanah yang akan diukur ditetapkan terlebih dahulu letak, batas – 
batas dan penetapan tanda batas. Penetapan batas bidang tanah 
pemasangan tanda batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang 
berkepentingan, dengan penunjukan batas oleh pemegang hak 
penguasaan atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh pemegang 
                                                     
6 H. Ismai, Wawancara Pra-Penelitian, Kepala Seksi Hak atas Tanah dan 
Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Wajo, Rabu, 12 Oktober 
2016 
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hak penguasaan atas tanah yang berbatasan. Tanda batas itu dapat 
berupa batas alam yang biasa ditandai dengan pohon atau batas 
permanen, akan tetapi kenyataan yang ada di Kabupaten Wajo salah 
satunya di Kelurahan Picengpute Kec. Tanasitolo menggunakan batas 
alam yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa tanah apabila batas 
alam yang digunakan itu sudah tidak ada lagi.  
Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adanya asas 
Contradictoire Delimitatie  yang mewajibkan pemegang hak atas tanah 
untuk memperhatikan dan pemeliharaan penetapan batas tanah 
berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini 
tetangga yang berbatasan, jelas di lihat dari penjelasannya bahwa asas ini 
memiliki esensi untuk kepentingan diri sendiri dari pemegang hak atas 
tanahnya.   
Dari hasil penelitian penulis terkait kesalahan batas tanah di 
Kabupaten Wajo Kecamatan Piceng Pute menunjukkan bahwa sertipikat 
hak milik atas nama Limang mengalamai kesalahan pada saat 
pengukuran dikarenakan ukuran pada sertipikat dan di lapangan tidak 
memiliki kesamaan luas di mana pada sertipikat jelas tertulis bahwa luas 
hak sebesar 460M2 (empat ratus enam puluh meter persegi), akan tetapi 
di lapangan pada saat membangun pondasi rumah oleh Limang pihak 
yang berseblahan keberatan karena melewati hak atas tanah sebanyak 
10m2 (sepuluh meter persegi) yang dimiliki oleh Yanti. 
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Penyelesaian yang menjadi alternatif yaitu pengukuran kembali 
luas hak atas tanah atau adanya ganti rugi dalam kesalahan batas tanah 
ini. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wajo semakin meningkat yang 
mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan akan tanah. Keadaan ini 
menimbulkan pertentangan sehingga dapat terjadi konflik dimasyarakat. 
Hal ini terjadi kerena masih banyak masyarakat yang memiliki maupun 
menguasai tanah tanpa didasari bukti-bukti hak yang kuat. Penguasaan 
tanah oleh masyarakat yang masih menganut hukum adat umunya 
diperoleh dengan cara membuka tanah melalui sistem ladang perpindah 
dan selanjutnya dikuasai oleh masyarakat sampai sekarang, melalui 
proses pewarisan dan peralihan hak yang pada umumnya tidak 
mempunyai bukti tertulis sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai 
siapa pemiliknya maupun batas-batas tanahnya. 
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah di 
Kabupaten Wajo yang menggunakan sistem lahan berpindah yang 
dikuasai sampai sekarang. Jika terjadi kasus kewarisan dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum karena kurang jelasnya batas tanah 







B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 
masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi Asas Contradictoire Delimiatie dalam 
proses pendaftaran tanah di Kabupaten Wajo? 
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi hak milik atas tanah akibat 
kesalahan batas tanah di Kabupaten Wajo? 
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang 
melandasi penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan Asas Contradictoire Delimitatie 
dalam proses pendaftaran tanah di Kabupaten Wajo. 
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian ganti rugi hak milik atas tanah 
akibat kesalahan penetapan batas tanah di Kabupaten Wajo 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, dalam 
Pendaftaran Tanah. 
2. Secara praktis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak utamanya masyarakat  Kabupaten 
Wajo kalangan akademis memiliki perhatian serius dalam bidang 




A. Hukum Tanah Nasional 
1. Pengertian Tanah 
Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti 
yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 dinyatakan sebagai 
berikut: 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 
badan-badan hukum” 
Dengan demikiaan jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanah adalah hak atas 
sebagai tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan 
ukuran panjang dan lebar. Oleh karena itu hak-hak yang timbul di atas hak 
atas permukaan bumi (tanah) termasuk di dalamnya banguanan atau 





Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan 
dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara 
tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya. Menurut 
Budi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang 
disebut dengan asasaccessie atau asas “perlekatan”. Makna asas 
perlekatan yaitu bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman 
yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan denga tanah yang 
bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian ha katas 
tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas 
tanah yang dihaki, kecuali jika ada kesepakatan lain (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571). 
Menurut Mulyono, tanah mempunyai banyak pengertian yag sangat 
tergantung pada ruang lingkup pemakainya, yang disesuaikan dengan 
perkembangannya mencakup 3 (tiga) pengertian, antara lain: 
2. Tanah dalam arti tubuh tanah (soil) yang penekanannya terutama 
sebagai media tumbuhnya tanaman atau sebagai tempat tumpuan 
fondasi bangunan. Tubuh tanah digambarkan sebagai susunan 
lapisan-lapisan tanah mulai dari permukaan tanah. Sampai kedalam 
tanahnya atau sampai batuan bahkan induk di bawahnya. Segumpal 
tanah tersusun atas butiran-butiran partikel tanah (padat), yang 
ronnga-rogga di antara partikel padat terdapat terisi cairan (larutan) 
dan atau udara (gas). Butiran padat terdiri atas kristal mineral 
anorganik dan organik padat. 
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3. Tanah dalam arti materi yang diangkut/dipindahkan (mineral), materi 
tanah biasanya untuk keperluan bangunan/kontruksi atau sebagai 
bahan tambang untuk materil bangunan. Misalnya tanah, pasir untuk 
bangunan, kaolinit, semua bahan untuk semen, porselin dan keramik. 
4. Tanah dalam arti bentang tanag (land) yang mencakup lapisan 
permukaan bumi dan di atasnya sebatas yang berkaitan. Pengertian 
ini menekankan tanah sebagai benda yang tidak bergerak dalam 
pengertian ruangan.  
Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah juga mengemukakanpengertian dari tanah, yaitu meliputi bagian 
permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas dan 
merupakan objek dari pendaftaran tanah, tanah tersebut adalah untuk 
mendapatkan kepastian hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas 
tanah. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia7, “tanah adalah (1) 
permukaan bumi atau bumi lapisan atas, (2) keadaan bumi disuatu 
tempat, (3) permukaan bumi yang diberi batas, (4) daratan, (5) permukaan 
bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu 
negara atau menjadi daerah negara, negeri, (6) bahan-bahan dari bumi, 
bumi sebagai bahan sesuatu (pasrir, napal, cadas, dsb), dan (7) dasar 
(warna, cat, dan sebagainya) ”.  
                                                     
7Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2007 hlm. 9 
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Dengan demikian, tanah dalam pengertian hukum adalah 
permukaan bumi, sebagai yang dinyatakan dalam Pasal 4 UUPA. Adapun 
Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan 
atas tanah: Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat, Hak 
Pengelolaan, Wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber 
pada hukum adat masyarakat-masyarakat hukum adat setempat). 
2. Fungsi Tanah 
Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah 
satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang 
mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam 
memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan 
meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya 
dengan dunia Internasional. Pernyataan senada terdapat dalam TAP MPR 
IX/ MPR/ 2001. 
3. Landasan Hukum  
Indonesia merupakan Negara hukum, dimana tatanan hukum yang 
beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan 
pengejawantahan cita hukum yang dianut masyarakat dalam berbaga 
perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku 
birokrasi pemerintahan dan masyarakat).8 Paham Negara Hukum 
Indonesia mendudukan kepentingan orang perorang secara seimbang 
                                                     
8  B. Arief Sidharta, Khudzalifah Dimyati, 2005 Makalah: Teoritis Hukum (Studi 
Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990), cetakan keempat, 
Muhammadiyah University Press, Surakarta hlm. 192 
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dengan kepentingan umum. Negara mengakui hak dan kewajiban asasi 
warga Negara serta melindunginya, Negara diberikan kekuasaan untuk 
melindungi hak dan kewajiban asasi rakatnya serta membuat pengaturan-
pengaturan yang memungkin terjaminnya kehidupan masyarakat aman, 
tenteram dan damai. Paham Negara hukum dalam budaya hukum di 
Indonesia tidak mendudukkan kepentingan individu di atas segala-galanya 
dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, dalam perspektif paham 
Negara hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan individu 
dan kepentingan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang.9 
Secara yuridis normatif landasan hukum agraria diatur di berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan cerminan nilai-
nilai luhur Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945: 
1. Pancasila 
Secara implisit penyusunan hukum yang berlaku di Indonesia tidak 
dapat dilepaslan dengan pandangan hidup bangsa yaitu 
Pancasila.10 Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup maka 
paham Negara hukum tidak seperti yang di anut dalam budaya 
hukum barat.11 
Terkait dengan hukum agraria maka sila-sila Pancasila yang 
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dikonkritkan dalam 
                                                     
9  Ibid, hlm. 193 
10 Ibid, hlm. 192. 
11 Ibid, hlm. 193 
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berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. 
2. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tap MPR yang berkenaan dengan peraturan di bidang agraria ialah 
Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Perbaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pasal 1 secara tegas 
dinyatakan bahwa Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tentang Perbarua Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai 
perbaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 
3. Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ke-4) 
Undang-Undang Dasar merupakan instrument yang amat penting 
dalam proses pembangunan masyarakat baru Indinesia dan 
menjadi modal bagi pembangunan hukum di Indonesia. Paradigma 
yang dapat ditangkap dari Undang-Undang Dasar1945 antara lain: 
Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan; persatuan; kerakyatan; 
keadilan sosial; kekeluargaan; harmoni dan musyawarah.12 
Salah satu pasal yang berkenaan dengan pengaturan sumber daya 
alam nasional ialah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
(perubahan ke-4)13 merupakan sumber hukum materil dalam 
pembinaan hukum agraria nasional. 
                                                     
12 Ibid, hlm 192 
13 Lihat, Pasal 33 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 
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4. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. 
UUPA merupakan konkretisasi dari sila-sila Pancasila yang 
mengandung dasar-dasar; Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan 
Indonesia, demokrasi atau kerakyatan, asas musyawarah, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dasar keadilan sosial.14 
Dasar Ketuhanan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 12 
dan Pasal 49 UUPA. Dasar Persatuan Indonesia dirumuskan dalam 
ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 36 dan Pasal 
42. Dasar demokrasi atau kerakyatan dirumuskan dalam ketentuan 
Pasal 9. Asas musyawarah dirumuskan dalam mekanisme 
pengadaan tanah bagi pelaksanan pembangunan yaitu didahului 
dengan mengadakan musyawarah untuk mufakat antara pihak 
yang terkait. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 10, Penjelasan Umum II angka 
7, serta Pasal 11. Dasar keadilan sosial dirumuskan dalam 





                                                     
14 Boedi Harsono, 2003, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, 
Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta, hlm. 207-212. 
15  Ibid, hlm. 207-212. 
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Antara UUD 1945 dengan UUPA memiliki hubungan yang sangat 
erat di mana hubungan tersebut tercermin dalam: 
1. Konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 33 ayat (3) dijadikan 
dasar hukum bagi pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan merupakan 
sumber hukum (materil) bagi pengaturannya. 
“Bahwa hukum Agraria tersebut harus pula merupakan 
pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, 
ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan 
Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegasakan 
dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang 
mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan 
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh 
wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara 
gotong-royong”. 
2. Penjelasan UUPA angka 1. 
“Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan 
daripada azas kerokhanian, Negara dan cita-cita Bangsa, yaitu 
Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, 
Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus 
merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 33 
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Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar haluan 
Negara…” 
Tujuan utama pembentukan UUPA ialah dalam rangka 
meletakkan dasar bagi hukum agraria nasional yang akan 
dapat membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta 
kepastian hukum bagi bangsa dan Negara. 
5. Peraturan perundang-undangan organic sebagai pelaksanaan dari 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. Peraturan-peraturan tersebut antara lain 
mengatur bidang-bidang keagrariaan yaitu bidang tata guna tanah, 
pendaftaran tanah, pengurusan hak atas tanah dan reformasi 
agraria. 
B. Hak Penguasaan Atas Tanah 
Dalam Hukum Pertanahan Nasional diatur macam-macam hak 
penguasaan tanah, antara lain: 
1. Hak Milik 
Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak milik 
yag merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. 
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik mempunyai 
unsur:16 
1. Turun-temurun yang artinya hak milik tidak hanya berlangsung 
selama hidupnya orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan 
oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. 
2. Terkuat menunjukkan 
a. Jangka waktu 
b. Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti 
3. Terpenuhi artinya; 
a. Hak milik yaitu memberikan kewenangan pada yang punya hak, 
yang paling luas jika dibandingkan dengan hak lain. 
b. Hak milik bias merupakan induk daripada hak-hak lainnya 
artinya, seorang pemilik tanah bias memberikan tanah kepada 
orang lain dengan hak-hak yang kurang dari pada hak milik: 
menyewakan, membagi hasil, menggadaikan dan sebagainya. 
c. Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena hak 
milik adalah hak yang paling penuh. 
d. Hak milik dilihat dari segi peruntukannya terbatas. 
Hak milik dapat terjadi karena: 
1. Berdasarkan hukum adat, biasanya dengan jalan membuka tanag 
artinya, membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. 
                                                     
16 Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 
hlm.236 
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2. Penetapan Pemerintah, misalnya pemberian tanah kepada warga 
transmigran. 
3. Ketentuan Undang-undang. 
Hak milik haya boleh dipunyai oleh Warga Negara Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama orang lain. Badan hukum tidak boleh memiliki 
tanah dengan status hak milik, kecuali yang ditunjuk berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.17 Badan hukum yang dapat mempunyai tanah 
dengan tanah hak milik dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditentukan 
dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 adalah: 
1. Bank-bank yang didirkan oleh negara 
2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi Pertanian yang didirikan 
berdasarkan UU No. 79 tahun 1958. 
3. Badan-badan keagamaaan yang ditunjuk oleh Mentri Dalam 
Negeri. 
Hak milik dapat beralih karena: 
1. Pewarisan tanpa wasiat 
2. Pemindahan hak: jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian 
menurut adat, hibah wasiat. 
Hak milik dapat dihapus karena: 
1. Tanahnya jatuh pada negara, hal ini disebabkan: 
a. Karena pencabutan hak 
b. Karena penyerahan sukarela dari pemiliknya 
                                                     
17 Ibid, hlm. 240  
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c. Kerena tanah tersebut diterlantarkan 
d. Subjeknya ida, memenuhi syarat, antara lain karena belum 
cukup umur, di bawah perwalian atau pengampuan, tidak sehat 
akal. 
2. Tanahnya musna 
2. Hak Guna Usaha 
Ketentuan dlam Pasal 28 ayat (1) UUPA, hak guna usaha adalah 
hak untuk menguasakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, 
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 guna 
perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. 
3. Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka 
waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun 
(Pasal 35 UUPA). 
4. Hak Pakai 
Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA bahwa, hak pakai adalah 
hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
bukan sewa menyewa/ perjanjian pengelolaan tanah. 
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5. Hak Sewa 
Ketentuan dalam Pasal 45 UUPA, yang dapat menjadi pemegang 
hak sewa adalah: 
1. Warga negara Indonesia 
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia 
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 
Hak sewa dapat terjadi karena konvensi dan perjanjian antara 
pemilik tanah dan orang yang menyewa, sedang kan tentang hapusnya 
hak sewa sama dengan hapusnya hak pakai. 
6. Hak Gadai 
Hak gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah 
milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadainya. Selama 
uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan 
dikuasai oleh pihak yang memberi uang. Selama itu pemegang gadai 
bewenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah itu. 
7. Hak Pengelolaan 
Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegangnya 




8. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 
Hak membuka tanah dan emungut hasil hutan adalah hak yang 
berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Pasal 46 
ayat (1) UUPA mengatur yang dapat mempunyai hak untuk memungut 
hasil adalah hanya Warga negara Indonesia. 
C. Asas Pendaftaran Tanah 
1. Asas Contradictoire Delimitatie 
Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, 
termuat sebuah Asas yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk 
memperhatikan penetapan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah 
berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam 
hal ini adalah tetangga yang berbatasan. Asas yang dimaksud adalah 
Asas Kontradiktur Delimitasi (Contradictoire Delimitatie) yang merupakan 
langkah awal untuk menghindari adanya sengketa pertanahan dalam 
proses pendaftaran tanah itu sendiri. 
Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah, 
maka diselenggarakan pendaftaran tanah yang meliputi: 
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
Mewujudkan jaminan kepastian hukum, sebelum diterbitkan surat 
tanda bukti hak berupa sertipikat maka terlebih dahulu dilaksanakan 
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pekerjaan lapangan berupa kegiatan pengukuran kerangka dasar dan 
penetapan batas bidang tanah. 
Khusus untuk hak tanah, penetapan batas-batas bidang tanah yang 
sebenarnya dalam pelaksanaan pengukuran, maka harus ditempuh suatu 
cara penunjuk batas berdasarkan Contradictoire Delimitatie. Dalam hal ini 
para pemilik tanah yang berbatasan secara bersama-sama melakukan 
kesepakan dalam penentuan batas-batas bidang tanah sebelum diadaka 
pengukuran dan menandatangan gambar ukur atau daftar riwayat tanah 
yang telah disediakan pada saat pengukuran. 
Asas ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandan tangani 
pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan. Pada 
saat yang sama kontradiktur ini di sepakati pada Dastar Isian 201 yang 
dapat diperoleh dari kantor pertanahan18, kedua bukti tertulis ini menjadi 
syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah 
tersebut ke kantor pertanahan, kantor pertanahan tidak akan menerima 
permohoan pengukuran bilapatok tanda batas yang dipasang belum 
memenuhi asas kontradiktur. Petugas ukur kantor pertanahan dengan 
demikian melakukan pengukuran setelah asas kontradiktur terpenuhi, 
apabila pada waktu pemasangan tanda batas diperlukan pengukuran, 
maka pengukurannya bukan dilakukan oleh petugas ukur kantor 
pertanahan. Apabila para pemilik tanah berbatasan tidak memperoleh 
kata sepakat dengan letak sebenarnya dari suatu batas walaupun telah 
                                                     
18 Letak Batas Bidang Tanah yang mempunyai kekuatan hukum, diaskes melalui 
http://hukumpertanahanserveikadastral.blogspot.com/2011/07/letak-batas-bidang-tanah-
yang-mempunyai.html di akses pada tanggal 15 November 2016 pukul 22:30 WITA. 
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dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada 
Hakim. 
Penetapan batas-batas bidang tanah wajib dilakukan berdasarkan 
penunjukan batas oleh para pemilik atau pemegang hak atas tanah dan 
diupakan telah memperoleh kesepakatan pihak yang berbatasan. Hal 
tersebut dimaksud agar penguasaan objek dapat diketahui secara tepat 
dan tidak terjadi saling tumpang tindih batas antara pemilik bidang atau 
dengan pemilik bidang lainnya serta menghindari kemungkinan adanya 
suatu persengketaan batas-batas bidang tanah. 
Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu 
kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Pasal 
17 PP No. 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila 
belum ada kesepakayan maka dilakukan penetapan batas sementara, 
diatur dalam Pasal 19 PP No. 24 tahun 1997. 
Dalam prespektif Pancasila sebagai ideologi berupa bangsa 
Indonesia. Asas Contradictoire Delimitatie merupakan salah satu wujud 
pencerminan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. 
Kesinambungan antara Asas Contradictoire Delimtatie dengan sila ke-4 
Pncasila tersebut adalah pada semangat Pancasila dalam 
mengimplementasikan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil 
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keputusan yang dalam hal ini adalah persetujuan dan penetapan batas-
batas tanah oleh pihak-pihak berbatasan dalam rangka Pendaftaran 
Tanah. 
Asas Contradictoire Delimtatie dalam Pendaftaran Tanah 
menjadikan prinsip musyawarah mufakat ang terkandung dalam sila ke-4 
Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya dimasyarakat.19 Hal ini 
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas letak dan batas objek 
pendaftaran tanah serta menghindari terjadinya sengketa dan konflik 
pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan prinsip 
musyawarah mufakat, persetujuan penetapan batas suatu bidang tanah 
dapat terhindar dari adanya silang pendapat antara pihak-pihak yang 
berbatasan. Segala permasalahan yang timbul akibat belum tercapainya 
kata sepakat dimusyawarahkan dahulu dengan bijaksana bersama pihak 
yang berbatsan sampai tercapainya kata sepakat sehingga proses 
pendaftran tanah bidang tanah bersangkutan dapat berjalan lancer dan 
terhindar dari potensi konflik. 
2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas) 
Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi 
subjek haknya, apa nama ha katas tanah serta bagaimana terjadinya 
peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, 
artinya setiap orang dapat melihatnya: 
                                                     
19 Ibid 
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1. Sebelum dilakukan pendaftaran tanah, hasil pengukuran dan 
pemetaan kadastral tersebut diumumkan kepada masyarakat. 
2. Lembaga pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak 
yang berkepentingan mengerti hasil pengukuran dan pemetaan 
kadastral yang telah dilakukan dan untuk memberikan kesempatan 
kepada mereka yang dengan etikad baik mengajukan keberatan 
atas hasil pengukuran dan pemetaan tersebut. 
Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yuridis 
tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan 
pembebanan hak atas tanah yang ada di kantor pertanahan 
kabupaten/kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum sertipikat 
diterbitkan, sertipikat pengganti, sertipikat yang hilang atau sertipikat yang 
rusak. 
D. Pendaftaran Tanah 
1. Pendaftaran Tanah dan Pengaturannya 
Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang No.5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104 – Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal 
dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sejak 
diundangkan UUPA, berlakunya Hukum Agraria Nasional yang mencabut 
peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia 
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Belanda, antara lain Agrarische Wet Stb. 1870 No.55 dan Agrarische 
Besluit Stb. 1870 No. 118. 
Tujuan diundangkannya UUPA sebagaimana yang dimuat dalam 
Penjelasan Umumnya, yaitu: 
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria 
Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan 
rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan 
makmur; 
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan hukum pertanahan; 
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak dasar atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 
bagi sekuruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan 
diundangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu: 
1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas 
yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuannya; 
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi 
pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan 
hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang 
berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk 
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memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang 
menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta 
bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan 
pertanahan. 
Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian 
hukum dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/ Legal Cadaster. 
Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran 
tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek 
hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilakan 
Sertipikat sebagai salah satu bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran 
tanah yang Rechts Cadaster, adalah Fiscaal Cadaster, yaitu pendaftaran 
tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar 
pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti 
pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT 
PBB).20 
Ketentuan lebih lanjut pendaftara tanah menurut Pasal 1 angka 1 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa pendaftaran 
tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan , pengolahan, pebukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai 
                                                     
20 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, Hlm. 2 
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bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian bukti-bukti haknya yang disebut sertipikat, bagi bidang-bidang 
tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistemtik 
dan pendaftatran tanah secara sporadic. Sistematik dimaksudkan adalah 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas praskasrsa 
Pemerintah, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek 
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah 
suatu desa/kelurahan. Sporadic adalah segiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal. 
Penegasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 merupakan upaya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada 
sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat 
sebagaimana prinsip-prinsipnya telah diamanatkan oleh UUPA. Ketentuan 
baru pendaftaran tanah dimaksud secara substabsial tetap menampung 
konsepsi-konsepsi Hukum Adat yang hidup dan berakar dalam 
masyarakat, sehingga dengan demikian memperkuat kerangka tujuan 
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UUPA yaitu untuk menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional yang 
memang didasarkan pada Hukum Adat.21 
2. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah 
Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah: 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum 
merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah 
sebagaimanayang ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA.Maka 
memperoleh sertipikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan 
merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh 
Undang-undang.22 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar.Dengan 
terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk 
terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang 
                                                     
21 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis II, 2008, Hukum Pendaftaran 
Tanah. Bandung: Mandar Maju. hlm. 15 
22 Boedi Harsono I, Op.Cit., hlm. 475 
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tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah dengan mudah memperoleh data yang diperlukan 
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 
terdaftar.Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan 
data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dengan pendaftaran 
tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah 
memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di 
kantor pertanahan kabupaten/kota apabila mau mengadakan 
suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 
suatu rumah susunyang sudah terdaftar, misalnya pengadaan 
tanah untuk kepentingan Pemerintah atau perushaan swasta, 
jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan. 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan 
Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib 
Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib 
Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup.Untuk 
mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan 
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts 
Cadaster. 
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Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar 
dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. 
Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang 
tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, 
dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik satuan rumah 
susun wajib didaftar. 
3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah 
Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran 
tanah dikenal 2 macam asas, yaitu: 
1. Asas Specialiteit 
Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggaran atas 
dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis 
menyangkut masalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran 
peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas 
tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, 
letak, dan batas-batas tanah. 
2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas) 
Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi 
subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana jadinya 
peralihan dan pembebanannya. Data ini bersifat terbuka untuk 
umum, artinya setiap orang dapat melihatnya. 
 33 
Berdasarkan hak ini, setiap orang berhak mengetahui data yuridis 
tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan 
pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum 
sertipikat diterbitkan, sertipikat pengganti, sertipikat yang hilang 
atau sertipikat yang rusak. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas: 
1. Asas sederhana. 
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 
2. Asas aman. 
Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran 
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 
pendaftaran tanah itu sendiri. 
3. Asas terjangkau. 
Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya dengan memerlihatkan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan 
dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bias 
terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 
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4. Asas mutakhir. 
Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. 
Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. 
Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-
perubahan yang terjadi dikemudian hari. Asas ini menuntut 
dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan 
berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor 
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 
5. Asas terbuka. 
Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau 
memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang 
benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
Selain asas diatas, terdapat asas umum dalam pendaftaran tanah yang 
dikenal dengan asas contradictoire delimitatie. Menurut asas ini, bahwa 
untuk menjamin kepastian hukum mengenai batas-batas tanah, maka 
ketika penentuan tata batas ditetapkan harus dihadiri dan disaksikan oleh 
pemilik tanah berbatasan. Hal ini dimaksudkan agar antara pemohon dan 
pemilik tanah berbatasan terjadi kesepahaman mengenai letak dan batas-
batas tanah sehingga dapat dihindari terjadinya sengketa tata batas tanah 




4. Objek Pendaftaran Tanah 
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa hak-hak 
atas tanah yang didaftar hanyalah Hak Milik diatur dalam Pasal 23, Hak 
Guna Usaha diatur dalam Pasal 32, dan Hak Guna Bangunan diatur 
dalam Pasal 38, dan Hak Pakai diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak 
Sewa Bangunan tidak wajib didaftar. 
Menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, objek-objek pendaftaran 
tanah adalah sebagai berikut: 
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 
2. Tanah Hak Pengelolaan. 
3. Tanah Wakaf. 
4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
5. Hak Tanggungan 
6. Tanah Negara 
 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tidak konsisten mengenai 
objek pendaftaran tanah. Dalam Pasal 9 ditetapkan bahwa Hak Sewa 
untuk bangunan tidak termsuk objek pendaftaran tanah. Namun demikian, 
dalam Pasal 44 Ayat (1) nya dinyatakan bahwa “Pembebanan Hak 
Tanggungan pada hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun, bebebanan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa untuk 
bangunan atas Hak Milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang ditentukan dengan peraturan 
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perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang 
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menerut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Atas dasar 
ketentuan Pasal 44 ayat (1) ini menunjukkan bahwa Hak Sewa untuk 
banguna yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA termasuk objek 
pendaftaran tanah, sehingga harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
 Objek pendaftaran ranah bila dikaitkan dengan sistem pendaftaran 
tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah (registration of tittles) 
bukan sistem oendaftaran akta (registration of deed). Sistem pendaftaran 
hak tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat 
data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta 
diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.23 
Pendaftaran tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 menganut sistem pendaftran hak bukan sistem pendaftaran 
akta. 
5. Sistem Pendaftaran dan Publikasi Pendaftaran Tanah 
Telah diuraikan sebelumnya bahwa pendaftaran tanah bertujuan 
utuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang 
hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah diharapkan bahwa 
seseorang akan merasa aman dan tidak ada gangguan atas hak yang 
dimilik atas sebidang tanah. 
                                                     
23  A.P. Perlindungan (Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan III), 1993, 
Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju, Hlm.480 
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Dari segi aturan perbuatan hukum dari pendaftaran tanah adalah 
merupakan suatu bentu bentuk peristiwa hukum yang sangat penting, 
karena menyangkut hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh seseorang. 
Perwujudan dari hak-hak keperdataan ini jika ditinjau secara mendalam 
merupakam suatu bentuk pengejawatahan dari subtansi Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang dimiliki seseorang yang harus di junjung tinggi dan 
dihormati oleh orang lain. 
Di dalam literatur hukum agraria, dibicarakan tentang beberapa 
sistem dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang diterapkan di 
beberapa Negara, yang mana masing-masing sistem pendaftaran tanah 
tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan di lapangan. 
Menurut Boedi Harsono, ada dua macam sistem pendaftaran tanah 
yaitu:  
1. Sistem pendaftaran akta atau registration of deeds 
2. Sistem pendaftaran hak atau registration of titles, titles dalam arti 
hak yang lebih dikenal dengan sistem Torrens. 
Menurut Parlindungan, dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah 
dari sistem Torrens, hal-hal yang harus diselidiki yaitu: 
1. Lahan yang akan didaftarkan jelas; 
2. Atas objek yang dimohonkan tidak ada sengketa kepemilikan; 
3. Atas permohonannya secara meyakinkan dapat diberikan; 
4. Atas bukti dari alas hak tidak ada orang yang berprasangka dan 
berkeberatan kehadap kepemilikan pemohon. 
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Sementara itu dalam pendaftaran tanah yang mempergunakan 
sistem Torrens ini bebrapa keuntungan dalam pelaksanaan terlihat: 
1. Menempatkan biaya yang tidak diduga sebelumnya 
2. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang 
3. Mengadakan kebanyakan rekaman 
4. Melindungi semua kesulitan-kesulitan yang tidak disebutkan dalam 
sertipikat 
5. Meniadakan kepalsuan 
6. Secara tegas menyatakan dasar haknya 
7. Tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan pada 
transaksi yang dibebankan kepada pihak pemohon yang 
mendaftarkan haknya 
8. Meniadakan suatu alas hak yang abadi oleh karena menjamin 
tanpa batas. 
Dalam kenyataan pada sistem Torrens ini, sertipikat tanah 
merupakan alat bukti yang paling lengkap tentang hak dan pemilik yang 
tersebut didalamnya serta tidak dapat dianggu gugat. Fungsi dan peranan 





Boedi Harsono menyatakan bahwa sistem publikasi dalam 
pendaftaran tanah digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:24 
1. Sistem Positif 
Pengertian umum dari sistem pendaftaran tanah ini menunjukkan 
bahwa sertipikat tanah yang diberikan adalam berlaku sebagai tanda bukti 
hak yang bersifat mutlak (absolut) serta sertipikat merupakan bentuk satu-
satunya tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Sistem 
Publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak. Maka mesti 
ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian 
data yuridis dan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak. Pendaftaran dan 
pencatatan nama seseorang dalam register sebagai pemegang haklah 
yang membuat orang menjadi pemegang hak atas yang bersangkutan, 
bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan (Title by 
registrastion, the register is everything). 
Dalam sistem publikasi positif berarti bahwa apa yang tercantum 
dalam buku pendaftaran tanah dan surat tanda bukti hak dikeluarkan 
merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ketiga (yang beritikad 
baik) yang bertindak atas dasar bukti tersebut mendapat perlindungan 
mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang 
tercantum didalamya tidak benar. Pihak yang dirugikan mendapat 
kompensasi dalam pihak lain. Negara menjamin kebenaran data yang 
disajikan. Perolehan tanah dengn itikad baik melalui cara sebagai yang 
                                                     
24 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Jambatan, hlm. 80 
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diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
berdasarkan data yang disajikan dan diikuti oleh pendaftarannya, 
memberikan kepada pihak yang memperolehnya suatu hak yang 
“indefeasible” yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Calom 
pembeli dan calon kreditor secara mutlak boleh mempercayai kebenaran 
data yang disajikan oleh Instansi Pendaftaran Tanah dan akan dilindungi 
oleh hukum, jika dengan itikad baik melakukan perbuatan hukum 
berdasarkan data tersebut. Sekalipun kemudian ternyata bahwa data itu 
tidak benar, asal perbuatan hukum yang bersangkutan telah diikuti 
dengan pendaftarannya. 
2. Sistem Negatif 
Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran tetapi sahnya 
perbuatam hukum yang diakukan menentukan berpindahnya hak kepada 
pembeli. Pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari 
pihak yang tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru. Sistem 
publikasi negative, menunjukkan ciri bahwa apa yang tercantum didalam 
sertipikat tanah adalah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu 
keadaan yang sebaliknya (tidak benar) dimuka pengadilan. 
Ciri pokok dari sistem negatif ini adalah bahwa pendaftaran tanah 
tidaklah merupakan jaminan orang yang terdaftar dalam buku tanah 
merupakan pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain buku 
tanah dapat membuktikan bahwa dialah pemilik sebenarnya melalui 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (pasti). 
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Dalam sistem negatif dikenal asas peralihak hak yaitu dengan 
istilah nemo plus yuris (lengkapnya nemo plus yuris in alium transferre 
potest quam ipse habet) yakni asas yang menyatakan bahwa orang tidak 
dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri 
punyai. Maka data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem 
publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Sistem 
publikasi negatif melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya 
dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleg 
pemegang hak yang sebenarnya. 
Dalam publikasi negatif berarti bahwa surat tanda bukti hak berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat, yang berarti pula bahwa keterangan-
keterangan yang tercantum di dalamya mempunyai kekuatan hukum dan 
harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, sepanjang 
tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Negara 
tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Sekalipun sudah didaftar 
atas nama seseorang atau suatu badan hukum sebagai pemegang 
haknya, pemegang hak sebenarnya masih dapat mengajukan gugatan 
untuk dapat memperoleh kembali tanah yang dipunyainya, apabila 
perbuatan hukum pemindahan atau pembebanannya hak yang dilakuka 
terbukti cacat hukum atau tidak dilakukan oleh pihak yang berhak. Selain 
itu, negara juga tidak menjamin bahwa penguasaan tanah yang diperoleh 
seseorang atau badan hukum atau pembebanan hak yang bersangkutan, 
dikemudian hari tidak dapat diganggu gugat. 
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Berdasarkan kedua sistem publikasi pendaftaran tanah di atas, 
manakah yang dianut oleh UUPA dan PP No.24 Tahun 1997? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, Boedi Harsono berpendapat bahwa 
sistem publikasi yang dianut adalah sistem publikasi negatif dengan 
tendensi positif25. Maksudnya adalah sistem yang dianut bukanlah sistem 
negatif murni, pejabat pendafaran tanah dalam rangka pengumpulan data 
bersikap pasif san pada umumnya menggunakan sistem pendaftaran akta 
(registration of deeds) dan pengumpulan data yuridis, akta yang memuat 
data tersebut itulah yang didaftar, dalam artian bahwa pada akta tersebut 
oleh Pejabat pendaftaran dibutuhkan catatan bahwa telah dilakukan 
pendaftarannya. Akta itulah yang merupakan tanda bukti hak. 
Bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan atas perintah 
Pasal 19 UUPA, menghasilkan alat pembuktian yang kuat (bukan mutlak 
= positif), menuntut pasar pejabat pendaftaran tanah dalam 
mengumpulkan data tanah dalam mengumpulkan data fisik dan data 
yuridis, sejauh mungkin berusaha memperoleh data yang benar. Yaitu 
dengan diaturnya secara rinci dan seksama prosedur pengumpulan data 
yang diperlukan untuk pendaftaran objek yang bersangkutan, pembuatan 
pera-peta pendaftaran dan surat ukurnya untuk penyimpanan sertipikat 
serta tata cara dan pencatatan perubahan-perubahan datanya yang terjadi 
kemudian hari. Cara seperti itu diterapkan dalam sistem publikasi positif 
(registration of titles). Oleh karena itu, sistem publikasi yang dianut bukan 
                                                     
25 Ibid, hlm 82  
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negatif dan bukan pula positif, melaikan sistem publikasi negatif yang 
mengandung unsur-unsur positif. 
6. Pengumpulan Data 
Data pada pendaftaran tanah meliputi data Fisik, kegiatan 
pengumpulan data fisik meliputi penetapan batas, pengukuran dan 
pemetaan tanah yang bersangkutan (diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 
20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Penetapan batas tanah 
yang sudah ada haknya dan akan didaftar untuk pertama kali dilakukan 
melalui cara “Contradictoire Delimitatie” yaitu penetapan batas didasarkan 
pada penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan 
disetujui pemegang hak atas tanah yang berbatasan, demikian pula 
halnya dalam pemberian hak baru, calon pemegang hakbersma-sama 
dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan. 
Data Yuridis, kegiatan pengumpulan data yuridis diatur dalam 
Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 
Dibedakan antara hak baru dan hak lama. Hak baru, yaitu hak-hak yang 
baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Hak-hak lama terutama hak-hak atas 
tanah yang berasal dari konvensi hak-hak yang ada pada waktu UUPA 
dimulai berlaku dan hak-hak pemberian baru atau yang diciptakan sejak 
mulai berlakunya UUPA yang belum didaftarkan menurut Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961. 
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7. Peranan Kepala Desa dalam Pendaftaran Tanah 
Kepala Desa sebagai bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan 
paling bawah memiliki peranan yang sangat penting dalam ikut 
menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah. Dalam 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Kepala Desa mempunyai 
tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan penyelenggaran 
pendaftaran tanah yaitu: 
a. Sebagai anggota panitia ajudikasi yaitu pembantu pelaksana 
pendaftaran tanah (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 
Tahun 1997). Dalam pelasksanaan pendaftaran tanah secara 
sistematik, kepala kantor pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi, 
dimana anggotanya terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan 
Nasional (yang mempunyai kemampuan di bidang pendaftaran 
tanah dan hak-hak atas tanah), Kepala desa/Kelurahan yang 
bersangkutan atau seorang pamong desa/kelurahan yang 
ditujuknya. Dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai 
bidang-bidang tanah diwilayah desa/kelurahan, dapay ditambah 
anggota yang berasal dari Tetua Adat, yang dianggap mengetahui 
benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah, terutama daerah 
yang masih kuat hukum adatnya. 
b. Berwenang untuk membuat surat keteranganyang menguatkan 
sebagai bukti hak (Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997). Dalam hak keperluan pendaftaran hak, hak atas 
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tanahyang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan 
alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 
bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk 
mendaftarkan hak. Dalam hal ini, diperlukan surat keterangan 
kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan menguasai bidang tanah secara fisik selama 20 
tahun atau lebih berturut-turut (Pasal 2 ayat 2). Menguatkan surat 
bukti dari pemegang hak yang bersangkutan berkaitan dengan 
surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 
bersangkutan belum bersertipikat dari kantor pertanahan atau 
untuk yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor 
pertanahan. 
c. Untuk daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan 
Kantor Pertanaham surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan 
dapat diganti oleh surat pernyataan Kepala Desa (Pasal 39 ayat 1) 
d. Di dalam pendaftaran tanah, karena pewarisan, Kepala Desa 
berhak membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti 
hak sebagai ahli waris (Pasal 39 ayat 1) 
e. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Mentei Negara 
Pertanahan (BPN) dapat menunjuk Kepala Desa sebagai Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara (Pasal 7 Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997). Tujuannya adalah untuk mempermudah 
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rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk 
melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. 
E. Ganti Rugi  
1. Pengertian Kerugian  
Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata 
yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan 
dengan mem- bandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan 
keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.26 
Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh 
Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” 
yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.27 Kerugian nyata ini ditentukan 
oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. 
Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu 
rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” 
sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian 
dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. 
Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar 
kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya 
kekurangan nilai keutungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut 
dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdata 
sampai dengan pasal 1248 KUHPerdata merupakan pembatasan- 
                                                     
26 R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta: Bandung, 
hlm.17  
27 Ibid, hlm.18 
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pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap 
debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat 
wanprestasi. 
Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. 
Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, 
pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang 
satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) 
yang melanggar norma oleh pihak yang lain4. Yang dimaksud dengan 
pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi 
dan perbuatan melawan hukum. 
Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian 
yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua 
keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang 
timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya 
akan timbul anadaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Lebih 
lanjut Nieuwenhuis mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak 
melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan 
setelah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Pengertian 
kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya 
(bagaiaman dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat 
pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi 
bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi). 
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Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah 
situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan 
dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-
undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. 
2. Unsur-Unsur Ganti Rugi 
Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan:  
“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan 
penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya 
dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak 
mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang 
akan disebut di bawah ini.”  
Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdata 
tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut: 
a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), 
misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan. 
b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan ata barng kepunyaan 
kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah 
yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan 
karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah 
karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah 
tangga, lenyapnya barang karena terbakar. 
 
 49 
c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur 
lalai, kreditur kehilangan keutungan yang diharapkannya. Misalnya 
A akan menerima beras sekian ton dengna harga pembelian Rp. 
250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan 
lagi kepada C dengan harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian 
dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya 
tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A kehilangan keutungan yang 
diharapkan Rp. 25,00 per kg. 
Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. 
Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur: 
a. Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya 
dan rugi. 
b. Keutungan yang tidak peroleh (lucrum cessans) meliputi bunga. 
Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, 
tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.  
Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah:  
a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk 
mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa 
yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau 
b.  Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada 
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prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau 
menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu 
dengan didahului protes atau disertai gantu rugi atas dasar cacat 
tersembunyi. 
c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh 
karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi 
yang di tuntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya. 
d. Kedua-duanya sekaligis dituntut baik pengganti kewajiban prestasi 
pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya. 
3. Bentuk-Bentuk Kerugiann 
Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni: 
a. Kerugian Materiil 
b. Kerugian Immateriil 
Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat 
materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian 
yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan 
uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, 
rasa takut, dan sebagainya. 
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Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan 
konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya: bagaimana mengganti 
kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin 
berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan 
kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B. Bagaimana 
memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun 
memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-
ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya 
dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya 
pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat 
dikabulkan oleh hakim.  
Seperti dalam contoh di atas, tentu tidak dapat diganti 
kegoncangan jiwa yang diderita oleh si pembeli tersebut. Tetapi debitur 
dapat “dibebankan” sejumlah biaya pengobatan rehabilitasi. Misalnya 
ongkos dokter dan biaya sanatorium. Sampai benar- benar si kreditur itu 
pulih kembali. Atau kalau kita ambil kecelakaan yang semakin merajalela 
di jalan raya. Karena kesalahan dan kecerobohan, A menabrak B 
sehingga kakinya harus diamputasi. Tak mungkin debitur mesti mengganti 
kaki yang dipotong itu. Bagaimana mengherstel kaki yang sudah dipotong. 
Yang rasional ialah sejumlah ganti rugi kebendaan berupa uang. Ini 
sesuai pula dengan ketentuan pasal 1371 KUHPerdata yang menyatakan: 
cacat atau puntung pada bagian badan / tubuh yang dilakukan dengan 
“sengaja” atau oleh karena “kurang hati- hati”, memberi hak kepada orang 
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itu menuntut “bayaran” di luar biaya pengobatan. Dari pasal ini dapat 
ditarik kesimpulan si korban dapat menuntut ganti rugi “kebendaan” atau 
kerugian yang non- ekonomis, yang terdiri dari: 
a. sejumlah biaya pengobatan 
b. dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan keadaan cacat yang 
diderita. 
Mengenai ukuran uang bayaran cacat di luar pengobatan tadi, dinilai atas 
dasar “kedudukan dan kemampuan” kedua belah pihak, sambil 
memperhatikan hal ihwal kejadian itu sendiri.  
Akan tetapi tidak setiap kerugian ekonomis mesti diganti dengan 
suatu yang bersifat kebendaan yang bernilai uang. Malah kadang-kadang 
lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis pula. 
Umpamanya “hak perseorangan” (persoonlijkerechten) : integritas pribadi, 
kebebasan pribadi, memulihkan nama baik dan sebagainya. Dalam hal ini 
pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan tadi, jauh lebih efektif 
dari pada penilaian ganti rugi uang.  
Namun di luar hal-hal yang tersebut tadi biasanya ganti rugi non-
ekonomis lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat 
rehabilitasinya. Asal benar- benar jumlah ganti rugi tadi “efektif” 
banyaknya sesuai dengan perhitungan yang memungkinkan tercapainya 
hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula. Misalnya pengobatan 
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sanatorium disamping biaya pemulihan dan kehidupan selanjutnya, 



















A. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan 
masalah apa yang terjadi dimasyarakat dan dianalisis kualitatif. Selain itu, 
dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, 
menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode 
deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas 
dan dapat memberikan data secara detail tentang objek yang akan diteliti, 
sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu 
menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. 
Penelitian ini mengambil 2 lokasi yaitu di Kabupaten Wajo tepatnya 
di Kecamatan Tanasitolo Kelurahan Picengpute yang merupakan lokasi 
yang bisa terjadi kesalahan batas tanah dan Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Wajo yang berwenang untuk melakukan pendaftaran 
tanah serta BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 
berada di bawah dan bertanggung kepada Presiden Republik Indonesia 
dan dipimpin oleh Kepala. Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013 
BPN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan 
kententuan peraturan perundang-undangan. Kantor BPN dipilih sebagai 
salah satu lokasi penelitian karena dapat memberikan informasi mengenai 
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pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dijadikan sebagai tempat 
untuk mengambil data terkait pendaftaran tanah. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Wajo, seluruh pegawai kantor Kecamatan Tanasitolo, seluruh 
pegawai kantor Kelurahan Picengpute, dan 2 Orang yang tanahnya 
mengalami kesalahan batas tanah di Kecamatan Tanasitolo Kelurahan 
Picengpute.  
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 
populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penlitian ini 
adalah teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang bertujuan 
atau dilakukan dengan cara mengambil subyek dan obyek didasarkan 
pada tujuan tertentu. Berdasarkan populasi tersebut, peneliti menentukan 
sampel sebanyak 1 orang yang tanahnya mengalami kesalahan batas 
tanah. Selain itu peneliti juga menentukan Kepala Badan Pertanahan 






C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, 
adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua 
jenis data, yaitu:  
1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas.28 Bahan-bahan hukum primer terdiri 
dari perundangan-undangan, catatan - catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.29  
Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu : 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar-Dasar Pokok Agraria 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah 
c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Kententuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari narasumber 
terkait dengan penelitian ini, yaitu Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Wajo, Camat Tanasiolo, Lurah Picengpute, 
dan Masyarakat Kabupaten Wajo yang berdomisili di Kecamatan 
Tanasitolo Kelurahan Picengpute. 
                                                     
28 Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta. Hlm. 181 
29 Ibid  
 57 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang penelliti 
gunakan antara lain: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) penulis 
menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Obversasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung yang 
berkaitan dengan topik permasalahan di lapangan. 
b. Wawancara/Interview, yaitu cara-cara memperoleh data dengan 
berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu 
dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara, 
dalam pengumpulan dilakukan kepada Kepala Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Camat Tanasiolo, Lurah 
Picengpute, dan pemegang sertipikat hak milik atas tanah serta 
beberapa masyarakat di Kabupaten Wajo 
2. Penelitian Kepustakaan (Liberty Research) 
Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian dan 
mengelolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan 
perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku 
yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat 
mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi 
lainnya. Data-data yang telah ditelususri dipilih dan dipilihlah sesuai 
tingkat kepentingan (urgensi) dari penulisan skripsi. 
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E. Analisis Data 
Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 






















A. Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Proses 
Pendaftaran Tanah di Kabupaten Wajo 
Pendaftaran Tanah sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang 
– Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 
antara lain meliputi kegiatan: Pengukuran, Pemetaan, dan Pembukuan 
Tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat kabupaten/kota 
Makassar dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 
pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik 
dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri 
sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas 
permintaan pihak yang berkepentingan. Sebagaimana diatur dalam 
Lampiran kedua Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan, maka untuk pendaftaran tanah pertama kali 
secara sporadik atau permintaan pihak yang berkepentingan maka harus 
memenuhi prosedur antara lain ialah: Pendaftaran pertama kali oleh 
pemohon diawali dengan persiapan pemohon untuk berkas pendaftaran 
tanah di loket pendaftaran Kantor Pertanahan.  
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Adapun secara rinci daftar isian yang harus dilengkapi 
sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah Bab V Penyelenggaraan Tata Usaha 
Pendaftaran Bagian Kesatu tentang Jenis-Jenis Daftar Isian. 
Sementara pemohon dalam proses menunggu sertipikat tanahnya, 
proses pendaftaran tanah akan tetap berlangsung yang akan dilakukan 
oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu pengelolaan dan penelitian data 
yuridis. Pengelolaan dan penelitian data yuridis ini adalah pihak Badan 
Pertanahan Nasional mengelola dokumen-dokumen yang pemohon 
serahkan kepada BPN dan pihak BPN meneliti apakah lengkap dokumen-
dokumen tersebut lalu pihak BPN melakukan survey ke lapangan tempat 
objek berada.Survey ke lapangan tempat objek berada dan pengukuran 
hanya dapat dilaksanakan apabila berkas pendaftaran telah lengkap dan 
tidak ada yang ditolak oleh pihak BPN, sehingga dari proses tersebut akan 
diterbitkan surat tugas kepada petugas pengukuran untuk survey 
lapangan. 
Survey lapangan yang dimaksud dalam hal ini, untuk mengetahui 
apakah tanah yang hendak didaftarkan oleh pemohon telah pernah 
terdaftar sebelumnya atau sebelah menyebelahnya telah memiliki hak 
sehingga sebelum turun ke pelaksanaan pengukuran, data-data 
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pendukung tersebut telah lengkap dan mempersiapkan peralatan 
pengukuran.30 
Survey lapangan dilakukan oleh pegawai pertanahan serta para 
pihak yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut. Survey lapangan 
dilakukan untuk mengukur panjang dan lebar ukuran tanah yang hendak 
didaftarkan, letak dan posisi tanah tersebut berserta dengan batas-batas 
sebelah Utara, Timur, Barat dan Selatan serta alamat lokasi jelas tanah 
yang hendak didaftarkan lalu dicatat untuk keperlun pembuatan sertipikat 
tanah. 
Khusus untuk hak atas tanah penetapan batas-batas bidang tanah 
yang sebenarnya dalam pelaksanaan pengukuran maka harus di tempuh 
suatu cara penunjuk batas berdasarkan asas Contradictoire Delimitatie 
dalam hal ini para pemilik tanah yang berbatasan secara bersama-sama 
melakukan kesepakatan dalam penentuan batas-batas bidang tanah 
sebelum diadakan pengukuran dan menandatanganni gambar ukur atau 
daftar riwayat tanah yang telah disediakan pada saat pengukuran. 
Secara khusus mengenai asas Contradictoire Delimitatie dalam 
proses pendaftaran tanah di Kabupaten Wajo berdasarkan hasil 
wawancara bersama Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara 
Pertanahan31 menyatakan bahwa masalah yang sering muncul terkait 
dengan kasus sengketa batas tanah disebabkan karena penerapan asas 
                                                     
30 M. Natsir Andi Baharuddin, Wawancara Penelitian, Bagian Seksi Survey, 
Pengukuran dan Pemetaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Wajo, Selasa 11 
Januari 2017 
31  Ahmad, Wawancara Penelitian, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara 
Pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Wajo, Rabu, 12 Januari 2017 
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Contradictoire Delimitatie yang tidak di terapkan secara maksimal oleh 
Badan Pertanahan Nasiona (BPN) Kabupaten Wajo serta pengetahuan 
tentang asas-asas pertanahan yang sangat minim diketahui oleh para 
pegawai Kantor Pertanahan Kab. Wajo. 
Menurut beliau, terkadang sebelum melaksanakan pengukuran di 
lapangan terhadap suatu objek, petugas ukur tidak mempelajari terlebih 
dahulu peta kerja mengenai lokasi dan objek yang akan diukur baik itu 
data fisik maupun data yuridis. Kemudian setelah berulang-ulang 
diadakan pemanggilan terhadap pemilik tanah yang berbatasan namun 
yang bersangkutan tidak bisa hadir, maka secara sepihak BPN langsung 
melakukan pengukuran berdasarkan tanda batas yang telah di terapkan 
dan di tunjuk oleh pihak pemilik tanah.32 
Kemudian menurut Andi Alamsyah salah satu pegawai Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo33 menyatakan bahwa dalam proses 
pengukuran sebidang tanah, tidak mutlak harus menghadirkan para 
pemilik sebidang tanah, cukup dengan hanya mmenghadirkan aparat 
desa setempat, dengan alasan apabila terdesak oleh waktu maka 
pengukuran tersebut tetap di laksanakan asal tidak terdapat masalah 
pada objek tersebut. Hal inilah yang terkadang dapat menimbulkan konflik 
dimasyarakat karena kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah 
                                                     
32  Ibid  
33 Andi Alamsyah, Staf Bagian Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kab.Wajo, Rabu, 23 Desember 2016 
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tanah tersebut bermasalah pada batasnya atau tidak sepanjang pemilik 
berbatasan tidak dapat hadir, maka seharusnya tidak ada alasan untuk 
melakukan pengukuran tanah sampai akhirnya memperoleh Kesepakatan 
dengan pemilik tanah berbatasan dan tentunya hal tersebut sangat 
bertentangan dengan asas Contradictoire Delimitatie. Terdapat kasus 
sengeta tanah akibat kesalahan batas tanah di Kabupaten Wajo, berikut 
ulasannya. 
Dari hasil penelitian penulis terkait kesalahan batas tanah di 
Kabupaten Wajo Kecamatan Piceng Pute menunjukkan bahwa sertipikat 
hak milik atas nama Limang mengalamai kesalahan pada saat 
pengukuran dikarenakan ukuran pada sertipikat dan di lapangan tidak 
memiliki kesamaan luas di mana pada sertipikat jelas tertulis bahwa luas 
hak sebesar 460M2 (empat ratus enam puluh meter persegi), akan tetapi 
di lapangan pada saat membangun pondasi rumah oleh Limang pihak 
yang berseblahan keberatan karena melewati hak atas tanah sebanyak 
10m2 (sepuluh meter persegi) yang dimiliki oleh Yanti.  
Menurut saudari Yanti tanah yang di milik oleh saudara Limang 
tidak di tinggali (didiami) hanya membuat sertipikat agar tanahnya memiliki 
hak atas tanah dan pada saat proses pengukuran yang berkepentingan 
dalam hal ini tidak berada di tempat, maka terjadi kesalahan karena tidak 
berjalannya asas Contradictoire Delimitatie. 
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Berdasarkan gambaran kasus di atas terlihat jelas sangat 
pentingnya sebelum dilakukan terlebih di tetapkan batas-batas tanah yang 
akan di ukur, atau pengukuran sebidang tanah harus memenuhi asas 
Contradictoire Delimitatie. Jika tidak demikian maka semua kelanjutan dari 
pekerjaan itu akan sia-sia. Pengukuran tidak dapat dilaksanakan, 
demikian juga pembuat peta-peta serta pembukuan tanah lebih-lebih 
pemberian surat-surat tanda bukti hak tentu tidak akan diperbolehkan. 
Dengan dijadikannya asas ”Contradictoire Delimitatie” sebagai 
tahap awal pekerjaan pengukuran, maka setiap pemilik tanah harus lebih 
dulu memasang tanda-tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan 
pihak-pihak yang berbatasan dengan tanahnya. Tanda-tanda batas ini 
harus di sesuaikan dengan memenuhi syarat menurut Peraturan Menteri 
Agraria Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang tanda-tanda 
batas tanah hak dalam Pasal 21 bahwa: 
“tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, 
apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan 
pengukuran juga pada titik titik tertentu sepanjang garis batas 
bidang tersebut.” 
Ketentuan secara rinci kemudian dijelaskan dalam Pasal 22 
mengenai batas tanah untuk bidang tanah dengan luas tertentu. Dengan 
dipenuhinya tanda-tanda batas seperti disebutkan di muka dan 
ditempatkan pada tempat yang sebenarnya dilakukan oengukuran. 
Kemudian Kantor Pertanahan akan menunjukkan luas batas-batas dan 
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letak tanah itu sebagaimana mestinya dan pembuatan peta dan 
perhitungan luas tanah tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya di 
lapangan. Gambaran Situasi/Surat Ukur yang kemudian digunakan 
sebagaian dari sertifikat tanah tersebut. 
Pada saat petugas ukur akan melakukan pengukuran, pihak-pihak 
yang berbatasan dan pemohon harus hadir dan menunjukan batas-batas 
tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas tang telah 
disepakati. Uuran tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997. Setelah kegiatan pengukuran dan 
penetapan batas ini selanjutnya pihak yang berbatasan menandatangai 
lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur (veldwerk) sebagai 
tanda bukti bahwa asas Contradictoire Delimitatie dipenuhi pada saat 
penetapan batas dan pengukuran. Selanjutnya petugas ukur akan 
membuat gambar/situasi surat ukur atas bidang tanah tersebut sesuai 
dengan letak, batas-batas dan luas yang telah di ukur. 
Dalam prakteknya di lapangan asas Contradictoire Delimitatie yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dilakukan 
dengan baik oleh Badan Pertanahan Setempat. Hal ini terbukti dari 
adanya perbedaan pendapat tentang cara pendaftaran tanah oleh 
pegawai BPN sendiri, sehingga ketika melakukan pendaftaran tanah 
sering ditemukan adanya kekurangan administrasi dokumen dari BPN. 
Sistem yang dilakukan selama ini oleh BPN memang akan menimnbulkan 
masalah karena ketika pemilik tanah yang akan diukur tanahnya tidak 
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hadir pada saat pengukuran, maka pihak dari BPN ataupun tetangga yang 
berbatasan langsung dengan tanah yang akan diukur dibolehkan untuk 
menandatangai surat ukur tersebut. Di lain sisi kurangnya pemahaman 
warga tentang cara pengukuran tanah yang benar dimanfaatkan oleh 
oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil 
keuntungan. Mengingat besarnya masalah yang dapat ditimbulkan dari 
kesalahan batas ukur tanah, maka sebaiknya Badan Pertanahan Nasional 
sebagai lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan 
dibidang pertanahan menerapkan dan menjalankan asas Contradictoire 
Delimitatie yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997. Hal ini juga akan mendukung program dari Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional “Menuju 
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 2025.” 
Dengan kata lain untuk menghindari terjadinya sengketa tata batas 
tanah diantara masyarakat, dalam proses pendaftaran tanah khususnya 
pengukuran tanah diharapkan sedapat mungkin pemilik -  pemilik tanah 
yang berbatasan dapat dihadirkan di lokasi yang akan diukur, guna 
memperoleh kesepahaman dan memberikan kesempatan bagi mereka 
untuk mempertahankan haknya. Selain itu, guna menghindari sengketa, 
maka diharapkan agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, 
sebelum melakukan pengukuran terlebih dahulu mempelajari peta kerja 
mengenai lokasi dan objek yang akan diukur, seperti mempelajari data 
fisik, dan data yuridis, kemudian diharapkan bagi pemilik tanah untuk 
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memberikan informasi yang jelas dan benar atau dengan kata lain 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik agar tidak terdapat 
masalah dikemudian hari. Intinya kasus-kasus sengketa tanah tidak akan 
terjadi apabila semua pihak yang terkait saling berkoordinasi dengan baik, 
memilik rasa tanggung jawab serta melaksanakan tugas secara 
proporsional dan sesuai dengan prosedurnya. 
Dalam hal pendaftaran tanah menjadi sangat penting sebab 
pendaftaran tanah yang di selenggarakan memberikan jaminan kepastian 
hukum karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti yang akan 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan 
Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. 
Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa: 
“Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat” 
Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 
“Pendaftran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan 
dan pembebanan hak tersebut.” 
Pasal 32 ayat (2) yang mengatakan bahwa: 
“Pendaftaran termaksud ini dalam ayat ini menyatakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak 
guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya 
berakhir.” 
Pasal 38 ayat (2) yang mengatakan bahwa: 
“Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
 68 
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya 
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka 
waktunya berakhir.” 
Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan 
pemilik tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidag tanah tidak 
dapat di abaikan. Melihat beberapa kasus yang sering terjadi sengketa 
tanah yang timbul akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. 
Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta 
berskala besar untuk keperluan pengelenggaraan pendaftaran tanah 
merupakan bagian yang penting untuk mendapatkan perhatian yang 
serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data 
penguasaan tanah tetapi juga dalam pengajian data 
pengusahaa/pemilikan tanah dan penyimpinan data tersebut. 
Mengenai kasus pertanahan ini, maka BPN wajib melakukan 
berbagai upaya untuk menjamin kepastian hak seseorang atas 
kepemilikan suatu bidang tanah. Secara normative, BPN adalah satu-
satunya lembaga atau institusi di Indonesia yang di berikan kewenangan 
untuk mengemban amanat dalam mengelola bidang pertanahan, sesuai 
dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasionak yang menyatakan bahwa BPN melaksanakan tugas dibidang 
pertanahan secara nasional regional dan sektoral. Dasar pembentukan 
BPN adalah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Sebagai 
panduan operasional BPN, pimpinan lembaga ini kemudian 
mengeluasrkan SK No. 11/KBPN/1988 jo Keputusan Kepala BPN No. 1 
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Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN di Provinsi dan 
Kabupaten/Kotamadya. 
B. Penyelesaian Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Akibat Kesalahan 
Batas Tanah di Kabupaten Wajo 
Pemberian ganti rugi merupakan hal yang patut atas setiap 
perbuatan yang merugikan orang lain secara melawan hukum. Pemberian 
ganti rugi tidak diatur dalam peraturan khusus, namun itu semua 
tergantung besar kecilnya nilai tafsiran kerugian biaya yang dialami oleh 
pihak-pihak yang terkena dampak kesalahan dalam pengukuran batas 
tanah. Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah suatu 
bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang atau perusahaan yang 
telah melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. 
Besar kecilnya ganti rugi ditentukan juga oleh berat ringannya 
permasalahan penguasaan tanah tersebut. Karena biasanya dalam 
proses musyawarah dan juga proses teguran sering diabaikan oleh pihak 
yang beritikat buruk menguasai tanah, sehingga permasalahan tersebut 
semakin berlarut-larut dan pastinya semakin banyak materi yang harus 
dikeluarkan. Hal-hal inilah yang menjadi faktor besar kecilnya biaya yang 
harus dibayarkan kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut. 
Permohonan ganti rugi dapat berupa ganti rugi terhadap biaya 
nyata yang telah dikeluarkan (materi), misalnya pembayaran biaya yang 
telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah yang telah dilakukukan 
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(semua biaya yang telah dikeluarkan misalnya biaya perjalanan dalam 
melakukan upaya damai). Dan kemudian biaya Immateril yang biasanya 
biaya tersebut tidak bisa dinilai dengan uang tetapi dalam sidang 
pengadilan biasanya dituntut dengan menggati biaya immaterial dengan 
uang yang sepantasnya. 
Namun adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai 
dengan uang, secara tegas diakui pada Pasal 1601 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa: 
“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah 
berbuat melawan hukum dengan salah satu kewajibannya dan kerugian 
yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilaikan dengan 
uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut 
keadilan, sebagai ganti rugi” 
Setelah mendengar keterangan dan fakta – fakta baik dari saksi 
maupun pihak yang mengalami kesalahan batas tanah yang dilaksanakan 
dengan musyawarah di kantor Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo 
bahwa tindakan yang mengeluarkan dan menerbitkan sertipikat tanah 
tanpa melalui prosedur yaitu tanpa adanya persetujuan penandatanganan 
batas-batas tanah milik yang tidak memerhatikan kepentingan orang lain 
pada batas-batas tanah yang disertipikatkan, dimana pada saat 
melakukan pengukuran lokasi tanah saudara Limang dan saudari Yanti 
tidak pernah memberi tahu dimana batas-batas tanah mereka dengan 
kata lain tidak menerapkan asas Contradictoire Delimitatie untuk 
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memperoleh kesepahaman antar pemilik tanah, sehingga sangat 
dirugikan satu sama lain. 
Dalam kasus ini lemahnya sistem administrasi dari Badan 
Pertanahan Nasional mengakibatkan banyaknya masalah yang akan 
timbul dikemudian hari. Diakui oleh Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Wajo bahwa memang pada dasarnya penerapan asas 
Contradictoire Delimitatie dalam proses pendaftran tanah tidak maksimal 
serta banyak kelemahan di dalamnya seperti tidak adanya berita acara 
penandatanganan batas, adanya unsur melanggar Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana yaitu pemalsuan data/dokumen, tidak mempelajari 
data-data fisik dan data yuridis, sehingga berakibat konflik yang sangat 
merugikan masyarakat. Kemudian kepada pemilik tanah di harapkan 
untuk memberi informasi yang benar guna menghindari sengketa tata 
batas tanah di kemudian hari. 
Penyelesaian ganti rugi yang di alami saudara Limang dan saudari 
Yanti melalui musyawarah di saksikan oleh Camat dan Lurah setempat 
yang membuat keputusan untuk tanah akibat kesalahan pengukuran yaitu 
dengan melakukan pengukuran kembali dengan membayar sejumlah 
biaya yang di tanggung oleh kedua belah pihak dikarenakan dalam hal 
ganti rugi untuk kesalahan batas ini Badan Pertanahan Nasional tidak 
mempunyai biaya dan tanah saudari Yanti sebesar 10 m2 (sepuluh meter 
persegi) yang mengalami kerugian bersedia menjual sebesar 5 m2 (lima 
meter persegi) dengan sejumlah uang permeternya. 
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Sehingga bentuk gati rugi akibat kesalahan dalam pengukuran 
batas-batas tanah adalah dengan penggantian biaya kerugian yang 
diakibatkan kesalahan tersebut. Besaran penggantiannya diembukkan 
secara mufakat dengan para pihak untuk mewujudkan keadilan terhadap 
kerugian yang dialami oleh para pihak. Namun, Dinas Petanahan Kab. 
Wajo juga harus dikenakan sanksi administrasi terhadap kesalahan dalam 
pengukuran tanah atau dalam hal ini kesalahan dalam menjalankan 
tugsnya. Adapun bentuk sanksi yang bisa diterapkan adalah sanksi 















Berdasarkan jawaban dari permasalahan sebelumnya seperti yang 
telah penulis uraikan di batas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan Peraturan Penerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah Pasal 10 s/d Pasal 23. Penerapan asas 
Contradictoire Delimitatie dalam proses pendaftaran tanah di 
Kabupaten Wajo belum berjalan sebagaimana mestinya di terapkan 
dengan maksimal oleh BPN Kabupaten Wajo. Asas Contradictoire 
Delimitatie yang merupakan asas tersebut bertujuan untuk 
memperoleh kesepahaman hukum antara pemilik tanah 
berbatasan, guna menghindari terjadinya sengketa batas di 
kemudian hari di anggap tidak lagi penting. Menyikapi hasil 
wawancara bersama pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa dalam proses 
pendaftaran tanahm tidak mutlak untuk menghadirkan pemilik 
tanah berbatasan, cukup dengan menghadirkan pamong desa 
setempat, sepanjang tidak ada masalah terhadap objek yang akan 
di ukur, dengan alasan apabila telah terdesak oleh waktu maka 
pengukuran tersebut tetap dilaksanakan meskipun tidak di hadiri 
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oleh pemilik tanah berbatasan. Kita tidak akan pernah mengetahui 
apakah sebidang tanah atau objek yang akan di ukur tersebut 
bermasalah atau tidak, ketika kita tidak dapat menghadirkan secara 
langsung pemilik tanah atau kuasanya. Ini adalah salah satu bukti 
bahwa dalam proses pendaftaran tanah asas Contradictoire 
Delimitatie tidak di terapkan secara maksimal. Problematika 
masyarakat di bidang pertanahan juga muncul ketika masyarakat 
melakukan pendaftaran tanah dimana tidak di imbangi adanya 
investigas yang maksimal oleh BPN terhadap lokasi dan pemangku 
hak atas tanah. Hal ini yang dapat menimbulkan adanya sengketa 
tanah dimasyarakat seperti, tumpang tindihnya batas tanah. 
2. Bentuk penyelesaian ganti rugi akibat kesalahan penetapan batas 
tanah di Kabupaten Wajo di selesaikan melalui musyawarah 
dengan bentuk ganti rugi kepada pihak yang menglami kergian 
adalah penggantian biaya dan sanksi administrasi terhadap 
pegawai Dinas Pertanahan Kab. Wajo dalam menjalankan 
tugasnya mengukur batas tanah yang ada dalam wilayah kerjanya. 
B. Saran 
1. Sebagai sebuah catatan untuk mengoptimalkan peran Badan 
Pertanahan Nasional, maka saran dari penelitian adalah Kantor 
Pertanahan Kabupaten Wajo harus menerapkan asas 
Contradictoire Delimitatie dalam proses pendaftaran tanah dengan 
maksimal agar tujuan dari asas tersebut yaitu untuk memperoleh 
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kesepahaman mengenai letak dan batas-batas tanah tercapai, 
sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa tata batas tanah 
di antara mereka, kemudian melakukan investigasi yang maksimal 
terhadap lokasi dan pemangku hak atas tanah agar terhindarinya 
persoalan yang dapat timbul di kemudian hari seperti sertifikat 
ganda, batas tanah yang saling tumpang tindih antara masyarakat. 
2. Bagi pemilik tanah hendaknya memasang batas-batas tanah yange 
jelas untuk menghindari sengketa batas tanah. Pemilik tanah yang 
berbatasan dengan tanah yang di mohonkan pengukurannya 
hendaknya menyaksikan penetapan batas tanah di kemudian hari 
dan untuk menyelesaikan ganti rugi mengenai kesalahan batas 
tanah ini perlu adanya musyawarah bersama antara camat dan 
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